
WALIKOTA DENPASAI{

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA HARlAN LEI' AS

DJ LINGKUNGAN PEMERINT AH KOTA DEN PASAR

WALIKOT A DENP ASAR

Menimbang

Mengingat

: a bahwa untuk menghargai pengabdian uan jasa-jasa Pcgawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang
telah melaksanakan tugasnya dan mcnunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin sehingga dapat
dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
Struktural maupun Non Struktural yang diberhentikan oIeh
karena batas usia Pensiun perlu diberikan penghargan atas
jasa-jasa dan pengabdiannya melaksanakan tugas di
Pemerintah Kota Denpasar ;

c. bahwa Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar yang diberhentikan oleh karena batas usia Pensiun
dan telah memiliki masa keIja 5 tahun perlu diberikan
penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya melaksanakan
tugas di PeiIlerintah Kota Denpasar ;

d bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Penghargaan kepada· Pegawai
Negeri Sipil dun Tenaga Harian Lepas di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar.

I. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 ten tang
Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda- Tanda
Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1959 Nomor 44, Tambahan Lembanm Negara Republik
Indonesia Nomor 1789), jo Undang-undang Nomor 1 Tahun
1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961
Nomor 3, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 2124) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tablm ]974 ten tang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomof 8 Tahun 1974 ten tang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembanm Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lcmharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembamn Ncgam Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beherapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 ten tang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahw) 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 31 Tahlln 1954 tentang Pekcrja
Pemerintah (Lembaran Negara Rcpuolik Indonesia Tahun
1954 Nomor 51, Lembaran NegaraRcpublik Indonesia Nomor
567);

7. Peraturan Pcrnerintah Nomor 25 Tahun 1994 tcntang '!'anda
Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tan1hahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3558);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuaogan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUruSKAN :

PERAruRAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA HARlAN LEP AS DI LINGKIJNGAN PEMERINT AH
KOTA DENPASAR



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
I. Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar ;
2. Pemerintah Kota adalah Pcmerintah Kota Denpasar ;
3. Walikota adalah Walikota Dcnpasar ;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah

seliap warga Negara R<:publik Indonesia yang telah
mcmcnuhi syarat yang t<:lah ditentukan, diangkat oleh
pcjabat yang berwenang clan diserahi tug as dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji
hcrdasarkan peraturan perllndang-undangan yang berlaku ;

5. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun adalah Pegawai Negeri
Sipil yang tclah diberhentikan dengan hak pensiun karena
batas usia dan/atau dibawah hatas usia;

6. PCl11bcrhcntian Tenaga Ilrlrian I,epas/Purnabhakti adalah

Tellag:) I-brian Lcpas yang suclah rncncapai usia lanjut (telah

lllcllcapai usia :'16 tahun) clan telah memiliki masa ke~ja 5
lahun ;

7. Salyalancana Karya Satya adalah Tm1da Kehormatan yang
dianllgrahkan kepada Pcgawai Negeri Sipil sebagai
pcngh;lrgaall at as jasa-jasllnya terhadap Negara ;

X. Tanda Pcnghargaan yang s<:lanjlllnya disebut Penghargaan

:,c1alah scsuatu yang dibcrikall kcpacla PNS, dapat berwujud

[ancla jasa, kcnaikan pangkal istimewa, atau bentuk
pCllghargaan lainnya, sepcrli sural pujian, penghargaan yang
herupa malcriil dll, untllk It:bih l1lcningkatkan semangat kerja
linn s<:bagai ucapan tcrinl;l kasih dari Pcmcrintah Kota
Iknpasar;

9. Saluan Kcrja Perangkat I)acrah yang selanjutnya disebut

SKI'D adalall Satuan Kcrja Dinas Daerah dan Lembaga
Tcknis Uaerah.

8/\ B II

I3ENTlJK PLNGI-I/\RGAAN

Pasal 2

Bentuk penghargaan yang c1iberikan adalah berupa uang atau
wujud lainnya ;

Pasal 3

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan

kepada:

a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Satyalancana
Karya Satya X Tahun, XX Tahun, XXX Tahun ;

b. PNS yang sudah dibcrhcntikan dengan hak pcnsiun dan ;
c. THL yang tclah mcmasuki Purnabhakti.

(2) Besarnya bantuan uang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.



BAI~ III

PEI{SY ARATAN UNTUK MFMPEROLEH PENGHARGAAN

raSa I 4

( I) Pcrmo!lonan untuk mempcrolch pcnghargaan disampaikar

kcpada Walikota melalui Baclan Kcpegawaian Oaerah Kota ;
(2) I'crmol1onan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) diajukar

oleh PNS dan 11-11, mclalui SKPD masing-masing ;

Pasal .5

Pcrl1lohonan scbagaimana dim,lkslld dalam rasal 3 huruf a dapa
diproses seldah persyaratan disampaikan secara lengkap dar
benar dalam rangkap 2 (dua) (kngan mclampirkan bahan-bahar
sebagai berikut :
a. surat rekomendasi dari Kcpala SKPD ;
b. roto copy Satyalancana Karya Satya dari Presiden yan!

disahkan;

Pasa! 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1

diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dar
benar dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :

Foto copy surat keputusan pensiun yang disahkan

Pasa! 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dapa
diplOses sctclah persyaratan disampaikan secara lengkap dar
benar dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :
- Foto copy surat keputusan pengangkatan pertama dan sura

keputusan pemberhentian yang disahkan.

1\lsal8

Bagi PNS penerima Satyalancana Karya Satya, Pensiunan PN~
mallpllll THL Pllrnabhakti yang sudah meninggal duni,

pengl1argaan dibcrikan kcpada lstri/Suami/Anak yang sah.

rasal9

PCl11herian Pcnghargaan terhmlap PNS dan THL yang beILlIT
pernah nwmpcrnlch penghargaan serupalsejenis dan akar
diberik:111 sccam bcrtahap discsu;likan dengan kemampuar

KClI,1I1gan c1anah.

Pas;t1 10

S~g;da hiaya yang timbul scbag<li akibat ditetapkan Keputusar
illi dihcbank,\I1 p;tda Anggarall PClllbpatan dan Belanja Daerah.



BABIV

KETENTIJAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku :
a. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 407 Tahun 2001 tentang

Pemberhentian dan Pemberian Uang Pesangon / Uang Bantuan
bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar;

b. Keputusan Walikota Nomor 169 A Tahun 2003 ten tang
Pemberian Bantuan Uang kepada Pegawai Negeri Sipil
Penerima Tanda Kehormatan Satyalanclma Karya Satya; dan

c. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 384 Tahun 2005 tentang
Pemberian Penghargaan Kepada Pcgawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku scjak I1mggal I Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya mcmcrintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Scrita
Daerah Kola Denpasar.

Ditetapkan di Dcnpasar
pada tanggal 27 JaJluari 2010

W ALIKOTA DENP /\SAR,

AWIJA YA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal27 Januari 2010

SEKRET ARIS 1m~TA DENPASAR,

RAIISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 2



LAMPIRAN PEI{AT'lJRAN W ALIKOTA DENPASAR

N()MOR

TENTANCi

TAHUN 2010

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA

PECiA WAf NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARlAN LEPAS DI

L1NCiKUNGAN PEMERINTJ\11 KOTJ\ DENPASJ\R

PERINCIAN PEMBERIAN PENGliARGAAN KFPADA PEGA W AI NEGERI SIPIL

DAN TENAGA HARlAN LEPAS DI LlNCiKLJNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR---------~-------------_._--.-----------------

1. Penghargaan kepada PNS yang memperoleh Satyalancana Karya Satya:

a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun sebesar

b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun sebesar
c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun sebesar

Rp. 3.000.000,­
Rp. 2.000.000,­
Rp. 1.500.000,-

2. Penghargaan kepada PNS :

a. Menduduki Jabatan Struktural yang diberhentikan dengan hak pensiun karena

mencapai batas usia/meninggal /dan pensiun dibawah batas usia

a. Eselon II.a uang sebesarRp.20.000.000,-
b.

Eselon H.b uang sebesarRp.15.000.000,-
c.

Eselon HI.a uang sebesarRp.12.500.000,-
d.

Eselon I1I.b uang sebesarRp.10.000.000,-
e.

Eselon IV.a lIang scbcsarRp.~.OOO.OOO,-

f.
Eselon IV.h lIang schcsarRp.7.000.000,-

g.

Esclon V.a lIang scbcsarRp.5.000.000,-
Fsclon V.b

uang scbcsarRp.4.000.000,-

b. PNS yang tidak mcndudllki Jabatan Strllktural yang telah diberhentikan dengan hak

pl:llsiun dalam haUls lIsi~I/lllenjnggal/ dan pcnsiun dibawah batas usia diberikan

pcnghargan scbagai bcrikut :

a. Ciolollgall IV lI,lIlg st'hcsarRp.Ci.OOO.OOO,-
h.

Colongall III lI;lIlg schcs;lI'Rp.5000.000,-
c.

(iolung;1/l IJ lI;lllg schcsarRp.,LOOO.OOO,-
d.

Ciolongal1 I u;lIlg sehcsarRp.:2.S(lO.()OO,-

3. Pcngilargaan kcpada l'cn:l)~;1 Ilari;1Il Lcpas yang lelail Illemasuki masa Purnabhakti

dibcrikan Illasing-Illasillg scbcsar Rp. 4.000.000,-


